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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 

a. bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru 
yang tidak mendapatkan tunjangan profesi telah 
mendapatkan tambahan penghasilan yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. bahwa agar tidak terjadi pemberian tambahan penghasilan 
ganda pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
guru maka perlu menghentikan pemberian tambahan 
penghasilan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja daerah; 

c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pemberian tambahan 
penghasilan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 
2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Batang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ba tang; 

BUPATI BATANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 10 TAHUN 2022 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI 

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR 3 B TAHUN 2022 

BUPATI BATANG 
PROVINS I JAW A TENG AH 
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1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 2 
(1) TP-PPPK diberikan kepada PPPK yang memiliki masa kerja 1 (satu) 

tahun. 
(2) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPPK di 

Lingkungan Pemerintah Daerah selain PPPK guru. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2022 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut: 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 10 TAHUN 2022 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381): 

5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan 
Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
218); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan 
Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil 
Negara di Daereah Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 38 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal ~b Agus+u.s ~0~2 

LANI DWI REJEKI 

Pj. BUPATI BATANG, 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal ~b A9usfus ..l0~2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

Pasal II 

Pasal8 
(1) Pembayaran TP-PPPK dilakukan berdasarkan usulan SKPD. 
(2) SKPD membuat daftar penerimaan TP-PPPK. 
(3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pembayaran TP-PPPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) TP-PPPK diberikan mulai bulan Januari Tahun 2022. 
(5) Pembayaran TP-PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan pada bulan berikutnya. 
(6) Pembayaran TP-PPPK untuk bulan Desember diberikan pada bulan 

Desember tahun berjalan. 
(7) Daftar penerimaan TP-PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut: 

HKM
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008

HKM
Typewritten text
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

HKM
Typewritten text
ttd


